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Abstrak
 

Penetapan subjek pajak badan atas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara menimbulkan

perdebatan. Kondisi tersebut diakibatkan pada status OJK yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai

unit lembaga pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak badan sebagaimana diatur dalam Pasal 2

ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh 2008) tentang Pajak Penghasilan. Di sisi lain, OJK

menganggap bahwa penghasilan yang diperolehnya bukan merupakan objek pajak walaupun status subjek

pajak OJK termasuk dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU PPh 2008. Hal ini berpotensi menimbulkan

dispute dalam pemungutan pajak atas OJK khususnya terkait asas ease of administration. Tujuan penelitian

ini adalah untuk menganalisis kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) badan atas OJK ditinjau dari asas ease of

administration yang terdiri dari kepastian hukum, efisiensi, dan kenyamanan pembayaran. Pembahasan pada

penelitian ini terfokus pada penetapan subjek pajak badan dan objek pajak atas pungutan yang diterima oleh

OJK. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data

kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu saat OJK ditetapkan sebagai subjek pajak sudah sesuai dengan asas

kepastian hukum, efisiensi, dan kenyamanan pembayaran dalam asas ease of administration. Dari sisi

kepastian hukum, secara regulasi sudah pasti namun terdapat ketidaksesuaian definisi pajak yang merupakan

pengalihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik pada pemungutan pajak atas OJK. Ditinjau dari

asas efisiensi, pada awal proses penetapan subjek pajak badan OJK menimbulkan biaya yang tinggi baik

dari sisi OJK maupun DJP. Di sisi lain, pemajakan atas penghasilan OJK dianggap tidak efisien mengingat

OJK merupakan bagian dari pemerintah dan merupakan Unit Badan lainnya yang kekayaannya tidak

terpisahkan dari kekayaan negara. Terkait dengan asas kenyamanan, adanya dua kewajiban setoran ke kas

negara dapat menimbulkan ketidanyamanan.

......Determination of the corporate tax subject of the Financial Services Authority (also known as “OJK” in

Indonesian) as a state institution caused debate. This condition is caused by OJK status which is no longer

qualified as a unit of a government institution that is excluded as a subject of corporate tax as mentioned in

Article 2 paragraph (3) of Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh 2008) about Income Taxes. On

the other hand, OJK considers that the income it receives is not a tax object even though the OJK tax subject

status is included in the provisions of Article 2 paragraph (3) of the UU PPh 2008. This has the potential to

cause a dispute in tax collection on OJK especially related to the principle of ease of administration. The

purpose of this study is to analyze the Income Tax (PPh) policy of the OJK in terms of the ease of

administration principle consisting of certainty, efficiency, and convenience of payment. The discussion in

this study focuses on determining the subject of corporate tax and tax objects on levies received by the OJK.

The research approach used is a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of

this study are that when the OJK is introduced as a tax subject is by following the principles of certainty,

efficiency, and convenience of payment in the principle of ease of administration. In terms of certainty, the
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regulation is certain but there is a mismatch in the definition of tax which is the transfer of resources from

the private sector to the public sector. In terms of the principle of efficiency, at the beginning of the process

of determining the OJK corporate tax subject, it raises high costs both in terms of OJK and DGT. On the

other hand, taxation on OJK's income is considered inefficient considering that OJK is part of the

government and is another entity unit whose wealth is inseparable from state assets. Related to the principle

of convenience, the existence of two deposit obligations to the state treasury can create inconvenience


